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Penyederhanaan  Birokrasi; |diy hndang | perlu’ melakukan
perubahan terhadap Kedudikan, Eg)ilsuipaﬁin’bﬁg‘ei’ryiéds'r,”f‘ugas dan
Fungsi Serta Tafa K¢ba(Bh an P pb%\gguléh‘@/gmﬁ‘ﬁencana Daerah
Kabupg;mﬁlé;gﬂ ei%i NI i\) [

. lltil)p!ai’;l TNonporﬁ;Sk”Tahun 2012 tentang Tugas
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Dakrah | |Kabup n ‘Jember sudah tidak sesuai dengan

Pai ‘ P - :
|| petipinbangen persturan perundang- undangan, sehingga perlu
i - dise B

‘S}Ll an;

[ eq E‘géhwa'ﬁérdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

fo
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/_‘htiruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember;

:1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741)

_Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

—

72017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia/

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Fjgmbihan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 t hg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara blik, Indpnesia Tahun
7020 Nomor 68, Tambahan Lembaran ,'l‘;é ara
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g Nomor 12 Tahun 2011 tentang
) Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran

ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
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Menetapkan

13.

14.

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER.

ublik Indonesia



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya

disingkat BPBD adalah perangkat daerah di Kabupaten Jember

yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang L
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam danjatau
faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga bisa
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusja, kerusakan

nall e S

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampalk’ ﬁé,ii{a%blogis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencaria’ adale  serangkaian
upaya yang meliputi penetaparr kébijakan \ &mmgunan yang
beresiko timbulnya bencana, kegidtan pencegahan bericana,
tanggap darurat, rehabili an e}l*oné\tﬁu}gsii\ it
yang Zibu /Satgas adalah sebuah

8. Satuan Tugas yang |seldr ju dyé. d 8
kompgggﬁ?’ﬁq;i,ls;uaiu k lo]‘rrh? k fugas yang diselenggarakan oleh

soupaten et ]
U4 1| | ‘r}gzio ral %.dgl,’ah""sekelompok jabatan yang berisi
I f i dan itugas bé;kaftan dengan pelayanan fungsional yang
{ ’\ H | [ i =
!’* sarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
1. Péjabat Phngsi
).

ber
'Sgﬁt Pungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
.F‘i;ngsional pada instansi pemerintah.

P

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 2

(1) BPBD merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penanggulangan
bencana.
(2} BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan
setara,

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan  bencana berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
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e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan
efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD

7

e

Kabupaten;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggutdngan
bencana,; e

e. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangkgﬁ\)qéﬁiencanaan di
bidang penanggulangan bencana; Ay |

i

f. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagadn | tmasyarakat dalam
penanggulangan bencana; //?p i |P.n [ ?WaF{ -

g. pelaksanaan peningkat/gr;;:@’ngl&jiat‘:
pengembangan c’:l/gn;/‘rﬁ{Lm ingan—
menghadapi aneaman benc: -

an . \\;
151

! \(q‘rlthhilké.#il.t,_i_,koﬁéultasi,
alam \/ =];11&1:;’5»7@3/"’I':esiapsiagaan
na [ E \,“/!,?//
pe]'LyG:IJIam_ an-korban bencana;
dengan  perangkat daerah/instansi lain
asi dan rekonstruksi pasca bencana, dan
ir-yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

= Pasal 3
1} Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri dari :
a. Unsur Pengarah; dan
b. Unsur Pelaksana.
{2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa:
a. Berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
b. Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari
5 (lima) pejabat instansi/ lembaga Pemerintah Kabupaten dan 4
(empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten.
(3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

A
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. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana yang pada hakekatnya
menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten baik yang bersifat
wajib maupun pilihan.

(5) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Badan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(6) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-
masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf { dipimpin oleh Kepala
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.
BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI T
Bagian Kesatu T
Unsur Pengarah T
Pasal 4 P
e
(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal" 3, agr mempunyai
tugas pokok memberikan saran, masul rdan p gan dalam
penetapan rencana, pelaksanagn;= pen wa 1\ ‘dan| |pengendaiian
penanggulangan bencana S’Caﬂllﬁl ast j\r\aﬁé!dﬁ\éli uti) pra-bencana,
saat tanggap darurat danp {_'ca, atia.|| 2\ / - \ yf//”
(2) Dalam melaksanakan tugs ""oi(opti qb)a%jrﬁxa\gfgdiﬁaksud pada ayat (1)
unsur Peggaﬁ”rx}prpunxaif gsi E s
a. /pﬁftiﬁf}l 1{61?5@ Kebij | pelaksanaan penanggulangan bencana
_~""daerah;| | | ] T
" b g:&ﬁ:ﬁtéf&aL!t . /aLhAJ “sélaksanaan, pengawasan dan pengendalian
- ¢n ggyﬂa@g nbencana secara terintegrasi yang meliputi pra

en a@/az);_,_saaf/tanggap darurat dan pasca bencana;
C. Eyahﬁasf dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yan
_meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
_.~"d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

7 fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana secara terintegrasi meliputi
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
¢. pascabencana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur
Pelaksana mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksanaan;
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Pasal 6

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,
dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah,
instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain
yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

(2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,
merupakan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal
yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka penanganan darurat bencana.

(3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,
dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pasal 7 T "

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan/,.tugé{’; dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengkoordis %k dan melakukan
pengendalian internal terhadap unit kerja d/i/bq,ﬁ/gf;m as \F:P
tugas lain yang sesuai tugas dan fung_sinyaT?‘E ] R :ﬂ‘\_ 1\. o -

H -
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(1)/8’ckr)eta.rlallt‘ ?ebé.gﬁﬁjﬁllanf\ 4111:}512 1id dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b,

men;lptmyla; tugas ﬁiécrﬁéa’nakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan/ | 'mengend likan~ kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan
oleh/ Kepala Badan.

(2) /Untﬁk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

.~ "Sekretariat mempunyai fungsi:

' a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di
lingkungan Badan,;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
lingkungan Badan;

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
Lingkungan Badan;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik
negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

claksanakan



(1)

(2)

i,

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Badan;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di
lingkungan Badan;

f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan

barang;
g. melaksanakan  pelayanan administrasi dan  melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan  pendistribusian peralatan/

perlengkapan kantor ;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan

j.  menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 10 = /|

Bidang Pencegahan dan Kesiapfs"i‘e‘tgaan mempunyai 'tugas memimpin,
membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil
dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan
Nasional Penanggulangéri Bencana dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. penetapaan penyusunan rencana dan program kerja

—pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomadoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana,;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana,;

e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan
kesiapsiagaan terhadap resiko bencana,

f. penetapan rumusan sistem peringatan bencana dan rencana untuk
keadan darurat bencana;

g. penetapan rumusan sistem peringatan bencana dan rencana untuk
keadaan darurat bencana;

h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas
pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya,
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j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 11

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin, membina
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi
penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten
dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : )
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja’

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penarnganan
darurat, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bida/l}g,--rjp/é{lfgi;oordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan f7pena1fﬁganaxh darurat, e

pengumpulan dan penyaluran uang dambarang; | |
koordinasian,

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas ‘i/biﬂ g r}h i
n n_darurat,

pengkomandoan dan/__./;;;:’éﬂT rgl‘.aﬁ ) pehaniganan
pengumpulan dan penyaliiran uangida bmle.'njgw ang; |\

d. pembinaan dan"| ]p%fl "ajhnabaflpélawksaﬁa;@nf’tugas di bidang
pengkoordin asy‘an, pel‘qgkomandb E)@gui""ﬁelaksanaan penanganan
darurat, p _ngkﬁr'nbi’;h'arg dan pelﬁya} ran uang dan barang;
,_cf-/"iaqnetapaﬂ rymusarn kebijakan tanggap darurat dan logistik yang

T rqu‘hbpp [peri!yqlen&g__,_rééh dapur umum, pendirian tenda-tenda

l pefampungan untuk pengungsi, darat dan air, penyelamatan dan

penglingsiar~ korban serta harta benda, penyiapan air bersih,

Egr patan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko

smando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan
saran informasi;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/Instansi/Lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan
logistik penanggulangan bencana; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

L
-

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 12

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin,
membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

e

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana,

b. penyelengaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,

pengkomandoan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana;

e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek

f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan d

pelayanan publik;

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dap/-rsﬁf‘;na

e

serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan pe ekoné@én, sosial dan

i, penetapan rumusan kebijakan peningk ari

[y B

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban; //’HL L

dalam segala aspek kehidupan bermiasysr at ‘Padal wilayah _pasca
bencana,; A 1AW Ney gL/i/,/-/

j. penetapan rumusan jgé}:ﬁr‘ak?n g% aatan \\)}iqmw dan terkena
bencana; N - R =

k. penetapan.: '/ﬁ'n]l%an ké!)l]] %n erdayaan sosial ekonomi yang

fung i\'x
m. pel}a.gs\

terintegrasi dalam pro

b

¥
/l,//'pfﬁqi{:%a{nh%n? tug :T// kedin s_;ﬂr/l ain sesuai dengan bidang tugas dan

o}Lx:&iﬁééi /kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/i stahsi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan
rel‘;ér}fgtpuﬁsi penanggulangan bencana; dan

g

n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPTD
Pasal 13

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan

fungsi UPTD Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

'. oy }
rari Se%nté masyarakat -

o

/-’/-

e

7
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3), huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan

fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi

jabatan pimpinan tinggi pratama =
Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyugunaﬁ rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan _dart evaluasi, serta
pelaporan pada masing-masing uraian fungsi;~ [ \ i i
Subkoordinator sebagaimana dimaksud /pada. i{)i;i\ i(

PR

| pejabat_yang

oleh pejabat Pembina k pegayy@@; htds [
a0 T g

berwenang. L L | A L I VR N
Ketentuan mengenai- :Tlfjm;thagqﬂ a;n\ tigg@ﬁu% koordinator
ditetapkan ol;l?t;E‘L}pél\L}. i - E ! VL
- /’ 7 Pt \!\ 1 i -
. B

¥

! ( 4
I

7
i |
| . !
;“ l\\ ; L ‘\ ! ! \ - ’
[l ] L~ Pasal 16
ff)i% YD -

D é,mm’éfaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan,

|Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit

o
-

(2)

(3)

(4)

()

Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

:L) ditetapkan

7

o



o

T

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

=

(1)

(2)
(3)
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Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 17

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

e

BAB VIII o
ESELON JABATAN o

—
-

- ’ Y P

Pasal 18 P N l |
S D

T
l,‘
|

Kepala Badan merupakan Jabatai] [Bselo |I1b atau Jabatan-
! | ! ;_j \;‘""l‘/‘ T

Pimpinan Tinggi Pratg;r}g;;j r| ; . R J =
Sekretaris merupakan J%batém] ds on HI\b’-atau Jabatan
Administrater-" 1| | |- I ‘ = \"\V‘fi;‘:‘:/ e

Kep_ala’;ﬁia gwmtirj.lpa;khr{ ia{battg,_gi;:@éélon III b atau Jabatan
_Administrator.” || &1 | o

K(ei;}pl} %Lb agi \djhn',;fKeiiala UPTD merupakan Jabatan Eselon
HW al dtau Jabatan Pengawas.

Sljbég}anTata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon

(5) “K\f%j 1
[ IV _gtgu/..lﬁoatan Pengawas.

BAB IX
SATUAN TUGAS
Pasal 19

Kepala Badan wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian
Operasi dan membentuk Satuan Tugas Lain yang diperlukan
sesuai dengan kebutuhan Daerah.
Satuan tugas mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap
penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian;
b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap
Kepala Badan dalam penanganan tanggap darurat bencana,
c. pelaksanaan analisa dan pengkajuan terhadap jumlah korban
dan kerusakan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan
terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan
kemampuan sumber daya;



(4)

()

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan BPBD Kabupat
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e. pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penangan
bencana;

f. pelaksanaan evaluasi dan analisi pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan
instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

unsur-unsur yang meliputi kelompok masyarakat/ lembaga yang

memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penanggulangan

bencana.

Satuan tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater™ “dan
—

penerimaan sumber lain yang sah. .

\\ */ _~ KETENTUAN PERALIHAN
L Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan
Benicana  Daerah  Kabupaten  Jember sampai dengan
dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati
ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 54), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

en bersumber”

T

—
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Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3! Desembaer 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember ttd

pada tanggal 2 Desemboer 2021
HENDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN/,J‘EM?/I‘{R TAHUN ‘,2.0;2‘\1[ NOMOR (|
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